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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Modus Operandi Tindak Pidana Investasi Bodong
Pig Butchering Scam

Hukum Pidana

NAMA MAHASISWA : Filshella Goldwen

NIM : 205210225

KATA KUNCI : Modus Operandi, Pembuktian, Investasi Bodong, Pig
Butchering Scam.

ISI ABSTRAK: Globalisasi mendorong modernisasi sektor ekonomi dan
teknologi di Indonesia, terutama dalam pasar modal, yang diatur oleh UU P2SK
dan UU Pasar Modal. Sayangnya, pertumbuhan ini diiringi peningkatan kasus
investasi bodong, termasuk skema penipuan Pig Butchering Scam. Pig Butchering
Scam adalah modus penipuan investasi yang menggunakan manipulasi psikologis
di media sosial dan aplikasi kencan untuk membangun kepercayaan korban,
mendorong investasi bertahap, dan akhirnya mengambil seluruh dana korban.
Penelitian ini menganalisis modus operandi Pig Butchering Scam serta kendala
dalam pembuktiannya pada proses hukum pidana, menggunakan metode yuridis
normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data penelitian digunakan data
sekunder, dilengkapi dengan pandangan para narasumber. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam kasus ini sangat sulit karena
kompleksitas modus dan jaringan internasionalnya. OJK dan Bappebti menyoroti
bahwa penipuan ini melibatkan teknologi canggih, identitas palsu, dan transaksi
berlapis yang menghambat pelacakan. Regulasi yang ada seperti KUHP dan UU
ITE belum cukup efektif menangani kasus ini, belum ada pembuktian terkait Pig
Butchering Scam ataupun pembuktian online, dimana hal ini adalah modus baru
yang harus ditentukan dalam suatu aturan tersendiri. Alhasil diperlukan
pembaruan regulasi yang lebih adaptif seperti Hukum Anti-Telekomunikasi dan
Penipuan Online di China yang secara spesifik mengatur pembuktian penipuan
online, terhadap bukti digital, kolaborasi internasional, dan memberikan sanksi
bagi penggunaan platform daring untuk kejahatan. Tantangan dalam pembuktian
digital, hambatan kerjasama internasional, dan perbedaan hukum antar negara
mengindikasikan perlunya sistem pembuktian pidana yang lebih spesifik serta
lembaga khusus untuk menangani kejahatan ini secara efektif seperti IC3 yang
menangani kasus ini dengan meminta korban melaporkan informasi detail terkait

Pig Butchering
memiliki kewenangan penuh menangani kejahatan finansial, yang melibatkan
pencucian uang dan penipuan investasi serta bekerja sama dengan lembaga
internasional untuk kejahatan lintas negara, yang dapat menjadi model bagi
Indonesia dalam menangani Pig Butchering Scam.
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ABSTRACT

THESIS TITLE : Modus Operandi of the Fraudulent Investment Crime

Evidence Process

STUDENT NAME : Filshella Goldwen

NIM : 205210225

KEYWORDS : Modus Operandi, Evidence, Fraudulent Investment,
Pig Butchering Scam.

ABSTRACT :
technological sectors, particularly in the capital market, regulated by the
Financial Sector Development and Reinforcement Law (UU P2SK) and the
Capital Market Law. Unfortunately, this growth is accompanied by a rise in
fraudulent investment cases, including the Pig Butchering Scam. Pig Butchering
Scam is an investment fraud scheme that uses psychological manipulation on
social media and dating apps to build victims' trust, encourage gradual

modus operandi of Pig Butchering Scam and the challenges in proving it in
criminal legal proceedings, using a normative juridical method with a
descriptive-analytical research approach. The research relies on secondary data,
supplemented by insights from sources. The findings reveal that proving cases like
these is very challenging due to the complexity of the modus and its international
network. The Financial Services Authority (OJK) and the Commodity Futures
Trading Regulatory Agency (Bappebti) highlight that this scam involves advanced
technology, fake identities, and layered transactions that hinder tracking. Existing
regulations such as the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Information and
Electronic Transactions Law (UU ITE) have not been effective in addressing this
case, as there is no legal precedent for Pig Butchering Scam or online fraud proof
requirements, which is a new modus that needs to be addressed in specific
regulations. Thus, regulatory updates are needed to be more adaptive, like the
Anti-Telecommunication and Online Fraud Law in China, which specifically
governs the proof of online fraud, digital evidence, international collaboration,
and sanctions for the use of online platforms for crimes. Challenges in digital
evidence, obstacles to international cooperation, and differences in laws between
countries indicate the need for a more specific criminal evidence system and a
special agency to effectively address this crime, similar to IC3, which handles
such cases by requiring victims to report detailed information related to the fraud,
including a special "Pig Butchering PSA" code, and EFCC, which has full
authority to handle financial crimes involving money laundering and investment
fraud, and collaborates with international agencies for cross-border crimes,
which could serve as a model for Indonesia in handling Pig Butchering Scam.
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